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BUPATI KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

ENGE LOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PE M E zuNTAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 -2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG.

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
dibutuhkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik
suatu sistem manajemen yang efektif, efisien, transparan,
diakses dan partisipatif;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
46 Tahun 2O2O tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Tahun 2O2O-2O24, Bupati selaku Pembina
pelayanan publik wajib menindaklanjuti Road Map Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2O2O-
2024 dengan men5rusun dan menetapkan rencana aksi
pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik di instansi masing-
masing dengan mengacu pada sasaran, program, dan kegiatan
yang telah disusun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2022-2024.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor I22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

publik
dalam

mudah

3.

ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2}tl tentang pembentukan
turan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

ndonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
blik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

engan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
bahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OII tentang
bentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

egara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 183, Tambahan
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
uangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571;

turan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2OI2 tentang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

ayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
12 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

ia Nomor 5357);

Presiden Nomor 76 Tahun 2OI3 tentang Pengelolaan
uan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
sia Tahun 2OI3 Nomor 191);

aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2OI5 tentang
bentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

sia Tahun 2015 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2OI8

tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
blik Indonesia Tahun 2OI8 Nomor 157);

aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
eformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2Ol8 tentang Sistem

lolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara
blik Indonesia Tahun 2OI8 Nomor 17261;

raturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
brmasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2O2O tentang Road Map

istem Pengelolaan Pengaduan Nasional Tahun 2O2O-2O24
ita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 650);

raturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

ungkung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
paten Klungkung Nomor 3) sebagaimana telah diubah

engan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2O2O tentang
rubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

bentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Klungkung Tahun 2O2O Nomor 4, Tambahan

baran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
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MEMUTUSKAN:

TURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN
GADUAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN
NGKUNG TAHUN 2022-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal t .,

Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

rah adalah Kabupaten Klungkung.

rintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.

pati adalah Bupati Klungkung.

Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
erintah Daerah.

layanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

turan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
uduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

lolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan
tata cara Pengelolaan Pengaduan.ai dengan mekanisme dan

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang
lanjutnya disingkat SP4N adalah sistem yang terintegrasi dalam

gelolaan Pengaduan secara berjenjang pada setiap
yelenggara dalam kerangka sistem informasi Pelayanan

blik.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
onal menggunakan aplikasi Layanart Aspirasi dan Pengaduan

line Ralcyat yang selanjutnya disebut SP4N LAPOR! adalah
an penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat

daring yang terintegrasi dalam Pengelolaan Pengaduan
beq'enjang pada setiap penyelenggara Palayanan Publik

dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
i Birokrasi bekerjasamadengan Kantor Staf Presiden dan

mbudsman Republik Indonesia.

ncana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
ntah Daerah yang selanjutnya disebut RencanaAksi adalah

okumen rencana kerja yang memuat tujuan, sasaran, program,
tan dan indikator serta target keberhasilan Pengelolaan

uan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah yang
pasi dengan SP4N.

1.

2.

3.

4.

5.



ewujudkan kesamaan
seluruh penyelenggara

pan#or^r^^_ n^_ _^ r_, ketercapaian target

l:tf,:""" Bupati ini dimaksudkan sebegni pedoman dan acuan bagipen{yelenggaran perayanan publik daram mewujudkanpenyempurnaan dan peningkatan pelaksanaan Sp4N.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4
lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a aksi han pengaduan
tnaan dan

BAB III
RENCANA AKSI PENGELOLAAN

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
pasal 5

(1) Rpncana Aksi meliputi program sebagai berikut:

a.
b.
c.

Pelayanan Publik;

b.

Program penguatan keb{jakan kelembagaan (anggaran,
sumber daya manusia, r'ewenang, tugas dan fungsi-serta
fasilitas) meliputi kegiatan:
1. penyusunan peraturan Bupati tentang Rencana Aksi

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik Tahun 2022-2024;

2' penyusunan perbup tentang pengelolaan pengaduan
Pelayanan publik pemerintah Kabupaten Klungkuni;

3' revisi Keputusan Bupati tentang pembentukan timkoordinasi penyelenggaraaan aan-penunjukan petugas
administrator dan pejabat penghubung sp+N Kabupaten;

4. pembentukan unit pengelola pengaduan pada unitpenyelenggara pelayanan publik yang ditetapkan oreh
Kepala Unit penyelenggara pelayanan p"Ufit pppp); dan

5. integrasi Rencana Aksi pengerolaan pengaduan pelayanan
Publik dengan dokumen perencanaan, pengallggaran dan
pengelolaan sumber daya manusia;

prograrn penguatan Tata Laksana pengelolaan pengaduan
Instansi meliputi kegiatan:

1. penyusunan proses Bisnis pengeroraan pengaduan; dan



2. penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan
Pengaduan Tingkat Instansi dan Unit penyelenggara
Pelayanan Fublik;

c. program penguatan Sistem Pengawasan pengelolaan
Pengaduan meliputi kegiatan:

1. pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Pengaduan oleh
aparat pengawas internal pemerintah; dan

2. pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
Pengelolaan Pengaduan;

d. program penyediaan dan penggunaan platform pembelajaran
meliputi kegiatan:

1. penyediaan modul/materi pembelqjaran Pengelolaan
Pengaduan;

2. penyediaan modul/materi pembelaja-ran komunikasi
publik; dan

3. penyediaan modul/materi pembelajaran admin aplikasi
Pengelolaan Pengaduan.

e. program pelatihan kompotensi meliputi kegiatan:

1. bimbingan teknis/sosialisasi/ pembinaan pengelolaan
pengaduan pada unit Pengelola Pengaduan Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik (UPPP) ;

2. bimbingan teknis/sosialisasi/ pembinaan pada petugas
administrator dan admin Pengelola Pengaduan Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik (UPPP) dan;

s. bimbingan teknis/sosialisasi/ pembinaan komunikasi
publik pada penyelenggaran Pengelolaan Pengaduan Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik (UPPP) ;

f. program pengelolaan data Pengaduan dalam kegiatan internal
instansi berupa kegiatan pelaporan kinerja Pengelolaan
Pengaduan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPPP).

g. program publikasi/diseminasi data/kegiatan Pengelolaan
Pengaduan berupa kegiatan Publikasi data/kegiatan
Pengelolaan Pengaduan di berbagai media.

h. program pengembangan aplikasi meliputi kegiatan:

f. integrasi SP4N LAPOR! dalam semua aplikasi Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik instansi; dan

2. Integrasi Klungkung Mesadu dengan SP4N LAPOR!.

i. program komunikasi publik dan obrand. image" meliputi
kegiatan:

1. sosialisasi SP4N LAPOR! kepada seluruh masyarakat
secara daring dan luringi dan

2. penguatan pemerintah desa untuk memfasilitasi kelompok
marjinal dalam penyampaian pengaduan.

j. program Peningkatan keterlibatan pihak internal meliputi
kegiatan:



t. lokakarya pejabat penghubung; dan

2. Seminar/sosialisasi peranan Pengelolaan pengaduan
dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

k. program peningkatan komitmen pimpinan dan pengelola:

l. monitoring dan evaluasi Pengelolaan Pengaduan berkala
(kelembagaan, proses dan dampak) ;dan

2. koordinasi dengan simpul (fu.b) Provinsi/Nasional.

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:

a. Pendahuluan terdiri atas:

1. Latar belakang;

2. maksud dan tujuan; dan

3. ruang lingkup Rencana Aksi.

b. kerangka kerja (Framework) sistem Pengelolaan Pengaduan
Instansi;

c. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator-Indikator

d. dukungan kelembagaan, kebijakan dan sumber daya; dan

e. lampiran memuat matrik penilaian mandiri dan berita acara
pelaksanaan penilaian mandiri.

Dokumen Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN RENCANA AKSI

Pasal 6

Kegiatan Rencana Aksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dikoordinasikan oleh tim koordinasi penyelengga-raan SP4N
Pemerintah Daerah,

Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

rintah Daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi dapat
denganbe

ke
erjasama dengan pemangku kepentingan sesuai

tuan peraturan Perundang-undangan.



(1

Pasal 8

Untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan Rencana Aksi, tim
koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Aksi.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (f )

dilaksanakan secara berkala paling sedikit setiap semester dan
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21dilaporkan tim koordinasi kepada Bupati.

Pasal 9

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sekali dalam 1 (satu)
tahun dan / atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

) Bupati menyamparkan laporan pelaksanaan Rencana Aksi
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi selaku koordinator SP4N di tingkat Nasional.

) Laporan pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun oleh tim koordinasi berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

arraan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan
pati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
rah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

tuan Peraturan Perundangundangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 1 1

bahan Rencana Aksi dapat dilaksanakan sekali dalam 1 (satu)
un berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi Rencana Aksi
latau perubahan Peraturan Perundang-undangan tentang

Pengaduan.
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

uran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
ran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

bupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 2 Pebruari 2022

BUPATI KLUNGKUNG,

I I{YOMAN SUWIRTA

ura
tanggal2 bruari 2022

ARIS D KABUPATEN KLUNGKUNG

E PUTU W NASTRA

KABUPATENA DAE KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 4



Pengelolaan

Publik telah

Negara dan

Pengelolaan
mengatur
prinsip'no

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI PENGELOLAAN

ADUAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH

UPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022-2024

RTI{CAITA PEI{TLOLAAN PEITGAI'UAIT PEI"AYANAIT PT'BLIK
KABI'PATEIT KLUNGKT'ilG TAIIIIT 2ol22-2o/24

1. Pendahuluan

1.1. Pengantar

Pengelolaan uan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 ten Pelayanan Publik telalr ditetapkan sebagai salah satu
komponen utama penyelenggaraan pel,ayanan publik dan juga menjadi
salah satu u r yang ditetapkan ddam standar pelayanan publik.

uan merupakan hal penting karena dalam Peraturan
Presiden Nomor Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

tur pengaduan sebagai satah satu hak pengguna layanan
dan menjadi bagr penyelenggaran pelayanan. Oleh karenanya
pengaduan perlu dikelola dengan baik dalam suatu Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelay an Publik Nasional (SP4N).

Berkenaan ngan hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur
i Birokrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun
2OL4 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
yang kemudian ti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaarl Aparatur
Negara dan R i Birokrasi Nomor 62 Tatrun 2018 tentang Pedoman

uan Pelayanan Publik Nasional. Peraturan tersebut telah
Pengaduan Pelayanan Publik dilakukan berdasarkan

door poliq" yaitu menerima pengaduan dari manapun dan

Jenls apapun
penyelenggara

menjamin bahwa pengaduan akan disalurkan kepada
Publik yang benvenang menangani. Disamping itu

juga ditetapkan sebagai panduan dalam memberikan kepastian
pengaduan bagi penyelenggara Pelayanan Publiktindak lanjut

dan masyarakat.
secara efektif,

Tujuannya agar Pengelolaan Pengaduan dapat diproses
ien, transparan, dan akuntabel sehingga dapat

mewujudkan dalam penyelesaian tindak lanjut pengaduan.



dan Reformasi Bi
Aspirasi dan
dipergunakan u
terintegrasi dan

Sistem Pen
2024cmelalui
ini menjadi
langkah-langkah
mencapai sasara.n
Pengaduan yang
response,

Agar pe
berkontribusi
Kementerian, Lem
menyusun
tepat sebagai turu

Rencana Aksi Pen
Tahun 2O2O-2O2+.

1.2. Maksud dan

dalam berkontribu
yang tertuang
Nasional Tahun

pemahaman, kesat
mewujudkan

1.3. Lingkup

Pemerintah Kabu

Pelaksanaan N oleh Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara
si (PANRB) diarahkan menggunakan nftitasi Layanan

ran Online Rakyat atau LAPOR! sebagai aplikasi yang
mengelola pengaduan pelayanan publik Nasional yant

iutan.
Lebih lanjut , Kementerian PANRB telah menetapkan Road Map

Pelayanan Pengaduan Nasional Tahun 2O2O_
ran Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2o2o. Road Map
bag penyelenggara dalam melakukan tahapan atau

rnaan dan/atau optimalisasi Sp4N untuk
gis nasional yaitu "mewujudkan sistem pengelolaan
i respon dan solusi cepat serta terpercaya" atau "fast

and busted complaint handling sgstem".

Roqd Map lebih terkonsolidasi, terarah dan
ng pada pencapai€u:r sasar€rn strategis nasional, maka
a Non-Kementerian, pemerintah Daerah, dan BUMN/D
Kerja/Rencana Aksi instansi dengan ca.scading yang
dari Road Map SP4N Tahun 2O2O-2O24.

Berdasarkrn tersebut Pemerintah Kabupaten Ktungkung menyusun
Pengaduan Pemerintah Kabupaten Klungkung

Maksud dari ic&n& Aksi ini adalah menjadi acu€u:r bagi penyelenggara
langsung pada pencapaian sasaran strategis nasional
Road Map Sistem Pengelolaan pelayanan pengaduan
2024.

Tujuan dari Aksi ini adalah untuk mewujudkan kesamaan
langkah dan tindakan seluruh penyelenggara dalam

target pengelola€u1 pengaduan nasional.

Aksi
Ruang lingku Rencana Aksi Pengelolaan pengaduan pelayanan Publik

Klungkung Tahun 2O2l-2O24 meliputi:
a. Kerangka (Frameuorkl

b. Kondisi
mandiri (

lolaan pengaduan instansi berdasarkan penilaian
:assessmenf),



c. Tujuan, sasaran, program, Kegiatan, dan Indikator-pengelolaan
pengaduan instansi.

11. Analisis dukungan Kelembagaan, Kebijakan, dan sumber Daya.

2. Kerangka Ke4ia (F-ratnework/ pengelolaan pengaduan rnstansi
2.1. Kerangka Kerja (trTarne Wo*)

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan F'ublik yang efektif perlu didukung
oleh k-erangka kerja yang terdiri dari kornponen dasar yan; meliputi nilai,
komitrnen, kebijakan, sumber daya serta pengembangarl dan pembelajaran.

Gambar 2.1. Framework perLgelolaan pengaduan

2.t.1. Nilai

Pelaksanaan pengelolaan pengaduan yang baik harus dapat
memenuhi setidaknya empat nilai yaitu :

a. Mudah diakses yaitu system perngelolaan pengaduan harus dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui berbagai saluran
dengan mekanisme dan tampilarn yang mudah dipahami.

b. Transparan yaitu proses pen€mganan pengaduan dan tindak
lanjutnya merupakan sebuah proses terbuka yang dapat dipantau
oleh pihak yang menyampaikan pengaduan dan masyarakat luas.

c. Responsif yaitu memberikan tanggapan secara positif terhadap
pengaduan yang diterima dan menindaklanjutinya secara cepat
dan solutif.

d. Imparsial yaitu tidak memihak (netral).

Ketika keempat nilai ini dapat terpe:nuhi, organisasi tidak hanya akan
meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pengaduan



yang miliki, tetapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya
masalah u complain yng tidak perlu (secara internal dan/atau
eksternal) sumber daya yang dimiliki juga dapat digunakan
secara

Agar la pengelolaan pengaduan menjadi mudah diakses dapat
dilakukan

1. Mempu kebijakan pengelolaan pengaduan di situs web
dan ui materi referensi lain yang dapat diakses oleh publik.

setiap aduan yang masuk terutama dari
maq'inal.
proaktif dalam mencari aduan dari kelompok marjinal

melalui njungan dan program penjangkauan terutama di daerah
dan terpencil.

pengaduan dilakukan melalui beragam media,
telepon,
aplikasi

melipu media konvensional (kota pengaduan, surat,
sMS) media kontemporer (media social, website,
ponsel).

- Tersedi{ fasilitas untuk mengakses informasi;
- Pemberifn informasi yang jelas, konsisten dan relevan;
- Adanya standarisasi atas proses pengelolaan pengaduan kepada

peraturan dan interaksi pemerintah dengan masyarakat
terdoku dengan baik dan mudah diakses.

untuk mewujudkan nilai responsive dapat dilihat dari:

Kecepa tanggapan dan tindaklanjut atas pengaduan yang

tanggapan yang positif terhadap pengaduan yang
diteri

di

Untuk kan nilai imparsial dapat dilihat dari:

-I mengembangkan strategi mengatasi hambatan pribadi,
dan struldural bagi pihak-pihak tertentu, khususnya

mag'inal dalam menyampaikan pengaduan dan aspirasi.
layanan tidak membeda-bedakan penanganan
dari masyarakat.

mengimplementasikan nilai imparsial dalam pengelolaan
karena dapat memastikan bahwa semua aspek
layanan dan fungsi penanganan keluhan dapat

untuk memenuhi usia, kemampuan frsik atau intelektual
seseor€rng.

budava
kelom

- Pen
pengad

Pentingny
pengaduan
penyedi
di



2.1.2. Koml

semua
memperj

dari
eval

Adanya yffirg baik untuk menangani pengaduan dengan
akan menghasilkan pengelolaan yang efektif. Organisasi

yang i komitmen yang kuat dalam mempromosikan dan
penggunaan sistem pengelolaan pengaduan lebih

cenderu untuk:

t hubungan antar maupun intra organisasi
tifikasi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan

pengaduan
tkan layanan dan system pengelolaan pengaduan
tkan sistem layanan yang digunakan oleh user.

Komitmen untuk
tan

pengelolaan pengaduan yang baik dibutuhkan di
dalam organisasi. Pimpinan organisasi harus

terciptanya pengelolaan yang efektif sebagai cara
mencapai tujuan organisasi serta komitmen pemerintah untuk

ngelolaan pengaduan yang baik.lavanan

Cara pi instansi agar dapat mencapai tujuan tersebut
meliputi:

- Secara terlibat dalam keseluruhan proses kebijakan, mulai

pengad
pengad

Pada level
mencapai

manaj

Mem

ulasi, koordinasi implementasi, hingga pemantauan dan
, serta dalam simpul (hub) koordinasi SP4N;

dan membuat kebijakan tentang bagaimana
bagaimanadapat disampaikan kepada organisasi dan

akan dikelola.

supervisi, hal yang dapat dilakukan oleh instansi untuk
iual dari pengelolaan pengaduan adalah sebagai berikut:

proses penerimaan dan penyelesaian pengaduan
sesuai standar operasi yang ditetapkan;

ikan tersedianya sumber daya yang diperlukan;
data pengaduan sebagai salah satu alat dalam
pemerintahan misalnya berkaitan dengan

keputusan serta perbaikan kebiiakan dan program.

Selanju , pada level operasional, hal yang perlu dilakukan oleh
instansi tuk memperkuat komitmen dalam mencapai tujuan dari
pengelo pengaduan adalah sebagai berikut:

konektivitas dengan sistem nasional;
respon terhadap pengaduan yang diterima;

Men pengaduan sesuai kategori,
Mem n koordinasi dan kolaborasi:
M publikasi dan public engagemenf;
Penge sistem dan infrastruktur IT



I

- Serta $erbagai kegiatan teknis untuk memastikan pengaduan

dapat sFlesai sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

2.1.3. Kebijaka{

Kebijakan
instansi
cepat. H

manusia

.Me
pen

pengelolaan pengaduan merupakan wujud komitmen
Ltuk menyelesaikan aduan secara adil, transparan, dan

ini juga memperkuat peran penting yang dimainkan oleh

pengelola uan dalam meningkatkan layanan dan sistem yang

digu . penguatan kebijakan dari segi kelembagaan dimaksudkan

untuk ingkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya

dalam pengelolaan pengaduan. Sedangkan dari segi

bertujuan untuk mengartikulasi berbagai peran dalam

fungsi kebijakan, koordinasi, dan teknis operasional.
pengad.uan menj elaskan langkah-langkah yang

oleh admin/staf untuk melaksanakan tduan kebijakan

yang di
r pengaduan organisasi dan menanggapi setiap aduan

ma. Pemberian standar prosedur ini menjadi alat untuk
mengu kinerja pengelolaan pengaduan organisasi'

pada asp$k penguatan kelemb dapat melakukan hal

berikut:
. PenatAan kelembagaan pengel uan instansi;

. penat{an tata laksana pengelolaan pengaduan instansi;

tan sistem pengawasan pengelolaan pengaduan;

tan sumber daya manusia pengelolaan pengaduan'

Adapun segi wewenang, instansi dapat melakukan hal berikut:

puan mengartikulasi berbagai peran dalam menjalankan
kebi,jakan, koordinasi, dan telcris operasional'

pada bagian prosedur, hal yang perlu diperhatikan

a

a

kan ekstensifikasi SOP untuk mengakomodir
uan yang sesungguhnya memiliki karalcter

berbagai
waktu

berbeda;

. SOP mencakup berbagai proses sesuai dengan kategori

. SOP dibuatkan berdasarkan urgensinya diantaranya waktu

, jenis pengaduan, instansi yang menyelesaikan, dan

kond

. Mem

geografis;

hatikan aspek GESI (Gender & Social Inclusion) sehingga

mengakomodir berbagai pengaduan khususnya terkait

Prosedur

bisa
puan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal atau



2.L.4.

kata lain dapat menyesuaikan dengan karakter
dari kelompok-kelompok tersebut.

Selain itu dukungan anggaran juga menjadi hal penting dalam
pengaduan. Salah satu contoh dukungan dalam segi

anggaran adanya inisiatif pengelolaan pengaduan didukung
dengan ganggaran berbasis kinerja (memiliki target kinerja) dan
dimanfaa dengan tingkat realisasi 2 9Oo/o.

Sumber

Pada sumber daya, sistem pengelolaan pengaduan instansi
setidakny memerlukan 2 hal, yaitu:

. Staf pil dalam jumlah yang memadai untuk menanggapi dan
i aduan yang diterima oleh instansi dengan tepat

. Bahan dan peralatan yang memadai, termasuk sistem untuk
data pengaduan dan melacak kemajuan pengaduan.

Semua harus menyadari tanggung jawab mereka terkait dengan
pengaduan. Staf yang tidak memiliki tanggungiawab

untuk menang€uli pengaduan' setidalcrya tetap harus
dasar mengenai pengaduan, sehingga dapat

secara internal jika menerimanya. Staf yang
mencakup pengelolaan pengaduan perlu memiliki

dan keterampilan yang sesuai untuk dapat menanggapi
pengad secara efektif.

Staf yang untuk mengelola pengaduan, setidaknya harus
me berbagai hal berikut:

pelatihan berkelanjutan dalam penanganan pengaduan

langsung
memiliki
merujuk
tugasnya
pengetah

yang
instan

Indonesia

dan sistem manajemen pengelolaan pengaduan

pendelegasian wewenang yang jelas dan panduan
mengenai kebijakaan pengelolaan pengaduan instansi

pelatihan tentang penggunaan dan pengaturan berbagai
aksesibilitas yang tersedia foagi pengelolaan pengaduan

, contoh: pemahaman sistem aplikasi pengelolaan

Selain kebutuhan staf yang terampil, pelaksanaan pengelolaan
juga membutuhkan fasilitas sarana dan pra sarana yangpengadu

dapat unjang kegiatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik
di setiap stansi. Fasilitas yang paling dibutuhkan adalah sistem IT
yang tegrasi karena pengelolaan pengaduan yang ada di

berbasis kepada aplikasi. Oleh karena itu, aplikasi

,(t

f.l



ten

O MCrnU
yang

Pemberian
meru
bertujuan
pengaduan
sebagai t:

pengaduan di setiap instansi setidaknya dapat memiliki
rck berikut:

kan batrwa informasi yang diberikan kepada publik
sistem pengelolaan pengaduan instansi tersedia dalam
format alternatif, misalnya Braille dan lain_lain:

orang untuk menyesuaikan ukuran font informasi
di aplikasi;

staf di bagian
orang mungkin

aduan;

frontliner untuk mengidentifikasi orang_
memerlukan bantuan tambahan dalam

si dengan orang-orang yang menyampaikan
yang dapat diakses oleh semua pihak.

aduan

2.1.5. dan PembetaJaran

coaching dan mentorhtg merarui melalui platform
n SP4N.
workshop, bimbingan teknis, dan/ atau pelatihan
npok masyarakat

pelatihan terkait aspek gender dan perrindungan hak
g disabilitas (inklusi sosial) bagi kelompok GESI

a yang diperhatikan adalah, setiap data yang masuk
pengelolaan pengaduan harus dapat digunakan untuk

pelatihan kepada unit-unit pengelola pengaduan,
hal yang dibutuhkan oleh setiap instansi. plutitran ini
ntuk meningkatkan kineq'a dari setiap unit pengelola
Adapun bentuk pelatihan yang dapat aiu".it t adarah

1. Pem

2.

3.

Pem
kepada

Selanjutn

digunakan
teknis ini u
standar SO
ini terkait
instansi,
berbagai

setiap instansi harus memiliki panduan teknis mengenai
pengaduan. Panduan telaris ini menjadi acuan yang
leh setiap unit pengelola pengaduan. Adanya panduan
tuk memastikan pengaduan dapat selesai sesuai dengan
yang telah ditetapkan. pada aspek penguatan sistem, hal
rlam hal manajemen pengelolaan pengaduan di sebuah
ingga diperlukan pendefinisian peran dan fungsi darit unit di setiap instansi, sesuai kapasitas dan

kemam yang dimiliki oleh instansi tersebut.

yanan publik. Setiap aduan yang masuk, akan menjadi
tang kekurangan kualitas layanan secara rinci baik
ur dan proses pelayanan, fasilitas yang tersedia, biaya,
nsi dan perilaku aparatur pelayanan. Hat ini bisa

Hal selanju
dalam apli
perbaikan
data valid
tentang
serta

base untuk rekomendasi perbaikan pelayanan, yang



kemudian dianalisa dan dimasukkan dalam janji dan rekomendasiperbaikan pelayanan dari setiap instansi.

2"2. Assessrnent pengelolaan pengaduarn instansi

da 
mework di atas, maka tahapan selanjutnya

m€ 
aksi penger.laan pengaduan instansi adalah
Asesmen irni bertujuan untuk mengetahuik.'ndisi pengelolaan pengaduan dan sebagai dasar dalam menentukansasaran, program' dan kegiatan dalam menyusun rencana aksi pengelolaanpengaduan instansi.

2.'.2.1. Hasil Setfassessment

lakukan penilaian terhadap kondisi
ah pertama adalah dengan melakukan

PemerintahKabupatenKrunuu"#J#-iffffflXil-iff r1j,"ff 
""Xtini.

Tab,el 2.1. Matriks Asesrmen Informasi Umum
No. Pernyataan Nilai
1. u umtan pengacluan tahun ini 22 kasus
2. u umran pengaduan yang disellesaikan 21 kasus
3. uumran pengaduan yang tiidak dapat

diselesaikan
0 kasus ooA

Assessment dalam penyusunan Rencana Aksi pengelolaan pengaduan
rnelibatkan 60 orang yang merupakan per:wakilan dari masing-masingperangkat daerah' Pengisian dilaksernakan secara elektronik d.r,g"r,rnengisikan jar,r'aban pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Hasil Assessment

No. Pernyataan Nilai

I 2 3 4
r\s LlJ.at{.arl ua]:r KelemrJagaan

1. oruLcrrr penLeloraan pengaduan didukung
didukung oleh pembagian- peran 1,ang jelai
diantara pirnpinan, pengawas clan level
operasional.

{

2.
{



.+

3. Pe

ke
SU

fasilitas dan lainnya.

{

4. Terdapat aturan yang jelas tentang pembagian
tugas dan fungsi para pengelolei pengaduan
sesual wewenzrng.

!

5. Pengelolaan pengaduan telah didukung oleh
fasilitas yang memadai

{

6. Instansi memiliki panduan teknis/buku
manual tentang pengelolaan pengaduan.

{

Sumber DeLya Manusia

7. Pengelolaan pengaduan didukung oleh staf
operasional dengan jumlah dan kompetensi
yang memadai.

.i

8. Staf operasional telah cakap da-lam
melalsanakan tugas dan fungsi masing-
masing.

9. Pengel,rola pengaduan telah mendapatkan
pelatihan (atau program penguatan kompetensi
lain) terkait teknis pengelolaan pengaduan.

{

10. Pengelola pengaudan telah mendapatkan
pelatihan (atau program penguatan kompetensi
lain) terkait proses bisnis dan mekanisme
koordinasi antar unit.

!

11. Pengelola pengaduan telah mendapatkan
pelatihan (atau program penguatan kompetensi
lain) terkait komunikasi publik

{

Pemanfaatam Data dan Optimalisasi Aplikasi

12. Para pimpinan menggunakan dataL pengaduan
sebagar salah satu pertimbangan dalam
pengarnbilan keputusan serta perbaikan
program dan kebijakan

!

13. Sistem pengelolaan pengaduLan telah
terintepgrasi dengan aplikasi lain.

\/

14. Pengelolaan pengaduan sudah terhubung
dengan platform pembelajaran nasional

./

Partisipasi Pemangku Kepentingan Internal dan
Eksternal

15. Pimpinan instalsi dan pejabat tinggi lainnya
mendukung dan memiliki komitmen untuk
terus menerus meningkatkan kualitas sistem
pengelolaan pengaduan

{

16. Pejabat yang bertanggungiawab dalam
supervisi pengelolaan pengaduan memastikan
proses penerimaan dan penyelesaian
pengaduan berjalan secara efektif.

17. Terdapat sar€rna untuk menampung aspirasi
pemangku kepentingan

{



2.2.2.

instansi dan pejabat tinggi lainnya
kan koordinasi, monitoring, dan
ri secara berkala untuk meningkatkan

sistem pengelolaan pengaduan.

yang bertanggungiawab dalam
pengelolaan pengaduan berupaya

dan meningkatkan mekanisme
antar unit-unit terlibat dalam

forum-forum evaluasi dan
hasil evaluasi

t23 (4) s Perbub pengelolaan
pengaduan dan SOP
belum ditetapkan,
buku panduan

Hasll Asesmen

L,angkah lanjutrya adalah mengelompokkan hasil asesmen ke
dalam
menen
LAPOR!

1.

pok atau kategori tertentu sebagai dasar untuk
program sebagaimana terdapat dalam Road Map Sp4N

hasll asesmen perkelompok

IGlembagaan = =3, 1

Daya Manusia :

tan Data dan Opfimalisasi Aplikasi =

i Pemngku Kepentingan Internal

dan Monev =

Prloritas
penilaian asesmen kategori diatas, ditetapkan kelompok

tuk mengingatkan efektifitas pengelolaan pengaduan



pengaduan belum
tersedia

Sumber
Manusia

)aya 3 (1)2345 Pengelola pengaduan
belum mendapakan
pelatihan teknis
terkait pengelolaan
pengaduan

Pemanfa
dan Opti
Aplikasi

rtan Data
nalisasi

3 1(2) s4s Data pengelolaan
pengaduan belum
d{jadikan
pertimbangan dalam
pengambilan
kebijakan untuk
perbaikan layanan

Partisrpa
Pemangk
Kepentin

ri
I
lan

3,6 234(51 Pejabat super visi
belum melakukan
pengelolaan
pengaduan secara
maksimal

Koordina
Monev

li dan 3 r2(31 +s Pelaksanaan monev
dan evaluasi
pengelolaan
pengaduan belum
dijalankan

dibawah
prioritas diatas, digambarkan sebagaimana gambar

Gambar 2.2 Bagan Prioritas

Prioritas
Kebijakan &

Kelembagaan
4 z.l.

emanfaatan Data
Pernangkg.u 3 & oprimalisasi

Kepentingan Aplikasi



3. TtrJuan, nrcgraa, Kegiatan, dan Indikator-Indikator
3.1. I[uan Snsana Rencana Aksi

Road Map Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan
m 2o2o-2o2+ maka ditetapkan tujuan rencana aksi

Talrun 2022-
duan pelayanan publik pemerintah Kabupaten Klungkung
adalah sebagai berikut:

"Mewuj Pengelolaan Pengaduan pelayanan

Merujuk
Publik (SP4N)
pengelolaan

g yang memiliki respon dan
u fast resporlse, fa,st solutian and

lnndling

Tujuan aksi diliabarkan dalam sasaran yang ingrn dicapai yaitu:
umlah pengaduan dari masyarakat; dan

2. Meningkatny persentase penyelesaian pengaduan.

Peningkatan
dipercaya oleh

uan menunjukkan bahwa pengelolaan pengaduan
para pengguna layanan dan diyakini bahwa

masukan/ yang diberikan akan mendapatkan solusi dan berguna
dalam penin kualitas pelayanan publik.

Persentase
penyelenggara

penyelesaian pengaduan menunjukkan komitmen

Kabupaten
terpercaya

Publik Pemerintah
solusi cepat serta
ttusted complaint

pengelola SP4N datam menindaklanjuti dan
setiap pengaduan yang diterima dari masyarakat. Halmendoku

ini dapat ibusi pada terwujudnya kebirjakan pelayanan publik
berbasis bukti public seruices policV )

Setiap strategis perlu didukung oleh indikator yang terukur.
Adapun indikator dan target indikator sasaran rencana aksi pengelolaan
pengaduan pela publik Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah
sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. I darr Target Sasaran Renaksi Tahun 2022-2024

Jumlah
pengaduan
yang diterima
(pengaduan)

Meningkatn
persentase
penyelesaian
pengaduan

Persentase
pengaduan
yang
diselesaikan
(n



9.2. Program dan Eegiatan Rencana Aksi
Berdasarkan trasil penilaian mancliri terhadap pelaksanaan sistem

penge lolaan pengaduein pelayanan pu blik Pemerintah- Kabupaten Klun gku n g
maka telah diketahui kondisi dan aspek-aspek daLram pengelolaan
pengaduan yang perlu menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Aspek-aspek
tq:rsebut menjadi dasar dalam penentuan kelompok program atau area
program. Kelompok prrogram terdiri dari srejumlah program yang diturunkal
menj adi kegiatan- kegiatan.

Adapun progranl dan kegiatan rencana aksi pengelolaan pengaduan
pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2O2l-2O24
aclalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Program dan kegiatan Rencana Aksi

No Kelompok Program/
Program/kegiatan

Tahun Penanggung
jawab

202,2 2023 2024
It Penataan Kelembagaan

n1 Penguatan kebij akan kelembagaan
(anggaran, sumber daya malusia,
wewenang, tugas dan fungsi serta
fasilitas)

1.1.1 Penyusunan Perbup tentang
Rencaaa Aksi Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan publik Tahun
202t-2024

Bagian
Organisasi

T.I.2 Penyusunan PerbuLp tentang Sistem
Pengelolaan Pengaduan pelayanan
Publik Pemerintah Kabupaten
Klungkung

Bagian
Organisasi

1.1.3 Revisi Keputusan I3upati tentang
Pembentukan Tim Koordinasi
Penyelenggaraaan dan penunjukan
Petugas Administrator dan pejabat
Penghubung Sistern Pengelolaan
Pengaduan Pelayalan Publik
Pemerintah Kabupaten Klungkung

Bagian
Organisasi

t.t.4 Pembentukan Unit Pengelola
Pengaduan pada u.nit penyelenggara
pelayanan publik yang ditetapkan
oleh Kepala UPPP

Bagian
Organisasi

r,1.5 Integrasi rencana aLksi pengelolaan
pengadual pelayanan publik
dengan dokumen perencanaan,
penganggaran dan pengelolaan
SDM

Baperlitbang,
BPKPD dan
BKPSDM

L.2. Penguatan Tata Laksana
Pengelolaan Pengaduan Instansi



"t

L.2.7 Penyusunar
Pengelolaan

Proes Bisnis
Fengaduan

Bagran
Organisasi

1.2.2 Penyusunar
Pengaduan'
Unit Penyelr
Publik

uurHengelohan
'ingket Instansi dan
nggara Pe}ayanan

Bagran
Organisasi

1.f,.. ili., 
,:.fi

,':,1:"i;.,:.

1.3.1 Pelaksanaar
pengelolaan

pengawasan
rengaduan oleh ApIp

Inspektorat
Daerah

1.3.2 Pemantaual
rekomendas
pengelolaan

tindallanjut
hasil pengawasan
rcngaduan

Inspektorat
Daerah

2l Penguatan S

2t" Penye
platfo

:olaan (

run pen
,l:': r.'

t; :::

rt:l , ..1

ll

2.7.1 Penyediaan r
pembelajara:
pengaduan

todul/materi
pengelolaan

Bag.
Organisasi

2.r.2 Penyediaan r
pembelajarar

Lodul/materi
komunikasi publik

Diskominfo

2.t.3 Penyediaan r
pembelajarar
pengelolaan 

1

odul/materi
admin aplikasi
engaduan

Inspektorat
dan
Diskominfo

rpotensi

2.2.L Bimbingan te
pembinaan p
pada unit pel
UPPP

cris/sosialisasi/
ngelolaan pengaduan
gelola pengaduan

Bag.
Organisasi

2.2.2 Bimbingan te
pembinaan pr
administrator
pengaduan U

rris/sosialisasi/
da petugas
dan admin pengelola
'PP

Inspektorat
dan
Diskominfo

2.2.3 Bimbingan te
pembinaan kr
penyelenggari
pengaduan U

:nis/sosialisasi/
munikasi publik pada
n pengelolaan
FP

Diskominfo

? Cptimalisasi I
\plikasi

i I
:rlt .l,ia

...,\i li..'., .,,,
.: ::: . rj

;:. i'":'r ':3.1.1 Pelaporan kin
pengaduan Ul

{a pengelolaan
PP

Bagran
Organisasi

,..
:,,,r : t,Ll:il

.,,,:. .",1,:l':.

3.2.L Fublikasi data
pengelolaan pr
media

rkegiatan

ngaduan di berbagai
Diskominfo
dan Bagran
Organisasi



3.3. Pengembang n aplikasi

3.3.1 Integrasi SP4N LAPOR! dalam
semua aplikasi SPBE instansi

Diskominfo

3.3.2 Integrasi Klungkung Mesadu
dengan SP4N LAPOR!

Diskominfo

zl. Peningkatan
kepentingan

partisipasi pemangku

4.r. Komunikasi
image'

ublik dan nbrand

4.T.1 Sosialisasi SP4N LAPOR! kepada
seluruh masyarakat seca-ra daring
dan luring

Diskominfo

+.I.2 Penguatan pemerintah desa untuk
memfasilitasi kelompok maq'inal
dalam penyatnpaian pengaduan

Diskominfo

4.2. Peningkatan
internal

keterlibatan pihak

4.2.1 Lokakarya pqiabat penghubung Inspektorat

4.2.2 Seminar/ sosialisasi peranan
pengelolaan pengaduan dalam
peningkatan kualitas pelayanan
publik

Inspektorat

4.3. Peningkatan
dan pengelole

romitmen pimpinan

4.3.I Monitoring dAn evaluasi
pengelolaan pengaduan berkala
(kelembagaan, proses dan dampak)

Bagian
Organisasi

4.3.2 Koordinasi dengan simpil (hub)
Provinsi/Nasional

Inspektorat

3"3. Indlkator lleberhasilan Program

Berdasarkan kelompok program di atas, maka dapat ditetapkan
indikator (ukuran) keberhasilannya sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Indikator Keberhasilan Program

No KelompOk Program Indikator Keberhasilan

1 Penguatan Kelembagaan - Semua unit penyelenggara pelayanan
publik memiliki tim pengelola
pengadu€ul yang aktif

- Tersedianya kebijakan pengelolaan
pengaduan pelayanan publik Daerah.

2 Penguatan Sumber Daya
Manusia

- Sebagian besar SDM pengelola SP4N
telah memperoleh pengembangan
kompetensi teknis pengelolaan SP4N.



- SDM pengeloJa Sp4N qkrif dan
menunjukkan peningkatan kineq'a
dan perilaku (etika).

3. Optimalisa
Pemanfaat
Aplikasi

li
m Data dan

- Publik dapat mengakses
data/informasi terkait status dan
mekanismen pengelolaarr pengaduan
baik berupa statistik maupun data
lainnya.

- Data pengaduan dimanfaatkan oleh
instansi publik untuk perbaikan
program dan keb{jakan pelayanan
publik.

- Semua aplikasi SPBE lain yang
terintegrasi dengan SP4N LAPOR!

4.

5.

Pemangku

Koordinasi
dan Evalu:

r Partisipasi
(epentingan

- Sebagian besar pengaduan
masyarakat telah disampaikan dengan
lengkap dan tepat serta menunjukkan
peningkatan jumlah dibandingkan
dengan ta.trun sebelumnya.

- Semua pembuat kebijakan termasuk
pimpinan tertinggi instansi secara
aktif terlibat dalam keseluruhan
proses kebijakan, mulai daru
formulasi, koordinasi implementasi,
hingga pemantauan dan evaluasi.

Pemantauan - Koordinasi vertikal dan horizontal
intra dan antar instansi pemerintah,
serta dalam simpul (hub) koordinasi
SP4N te4'adi secara rutin maupun
sewaktu-waktu dibutuhkan.

- Pemantauan dan evaluasi dilakukan
secara rutin dan hasilnya digunakan
sebogai ump€rn balik untuk perbaikan
kebiiakan pengelolaan pengaduan.



4. Dukungan Kefembagaan, KebiJakan, dan Sumber Da5za

4,1. Kelembag4n dan Kebffakan

Sampai saat ini pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada
Pemerintah Ka
ditetapkan

raten Klungkung sudah didukung kelembegaan yang
Keputusan Bupati Klungkung Nomor 489 /Ol.g /HK/ 2}lg

untuk
apabila

tentang Pemben Tim Koordinasi, Penunjukan petugas Administrasi dan
Sistem Pengelolaan Pengaduan pelayanan publikPejabat Penghu

Nasional Melalui I"ayanan Aspirasi dan pengaduan online Rakyat
Terintegrasi
keorganisasi

Program Klungkung Mesadu dengan susunan
i.lerikut:

a. Tim koordinasi $P+N yang terdiri dari:

1. Pembina yaitfr Bupati dan wakil Bupati yang memiliki tugas :

a. menjami$ terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan
publik kabupaten ytrrg meliputi organisasi, sumber daya
manusla anggaran yang memadai;

pembinaan, kebijakan dan petunjuk teloeis dalam
pengelolaan pengaduan pelayanan publik di

Klungkung;
melaku pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan

pengaduan di Satuan Keg'anyan berdasarkan indikator
dan targe[ yatrs ditetapkan.

2. Penanggungi4wab/Ketua yaitu Sekretaris Daerah yang memiliki tugas :

a. melakukfn evaluasi atas kine4'a pengelolaan pengaduan;
b. memimpi{r, mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi

pelaksan{an tugas dan fungsi penyelengga-r€ran dan pengendalian
engaduan masyarakat.

3. An tugas :

a. melakuka]n koordinasi dengan pejabat penghubung
mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan
indikator flan target status pengaduan terlihat lamban;

b. merencanlakan, menyinkronisasi, mengonfirmasikan rencana
program rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan

informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat
daerah masyarakat;

kinerja pengelolaan

ng Jawab;

pengaduan kepada



5. PEnutup

Pengelolaan
penyelenggaraan
dan komitmen
pelayanan yang
system pen
terintegrasi den
denggn baik
pengaduan pe

Semoga
Kabqpaten KI
masyarakat.

Salatr GEMA

pengaduan sangat penting dalam upaya mewujudkan
layanan publik yang berkualitas. Menyadari hal tersebut

tah Kabupaten Klungkung untuk selalu memberikan
baik kepada masyarakat maka perlu diselenggarakan

pengaduan pelayanan publik dengan baik dan
SP4N. Untuk menjamin pelaksanaan system tersebut

konsisten perlu dirancang rencana aksi pengelolaan
publik Tahun 2O2I-2O24.

adanya rencana aksi ini, kualitas pelayanan publik di
ng semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh

BUPATI KLUNGKUNG

I NYOMAN SUWIRTA,
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